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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Nationai Sharia Board - indonesian Councii of Uiama
Sekretariat : J1. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011

Tentang

PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI BURSA KOMODITI

e ) A s

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah
muncul kebutuhan untuk melakukan perdagangan komoditi
yang memenuhi prinsip syariah di Bursa;

b. bahwa dalam merespon kebutuhan tersebut, Bursa memerlukan
landasan syariah untuk menyusun peraturan dan tata tertib
(PTT) dan menyediakan sistem yang sesuai dengan prinsip
syariah dalam pelaksanaan perdagangan komoditi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan
dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan
fatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah di Bursa untuk dijadikan pedoman dan landasan
operasional.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:
a. QS.al-Ma’idah [5]: 1:

sl 1l AT Ll @
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
b. Q.S al-Isra’ [17]:34:
s Vs O A gl P,
“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu
akan dimintai pertanggung jawaban...”

c. QS. al-Baqgarah [2]: 275:
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82 Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi 2

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba....”
d. QS. al-Bagarah [2]: 278:

S~

R S O e (G35 R g
“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

e. QS. al-Nisa’ [4] : 29:
5,55 of ) yuu vﬁw v,<J\j,,\ st o wU‘ Vi
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“Hai orang yang beriman!Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di
antara kalian....”

f.  QS. al-Baqgarah [2]: 283:
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“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

g. QS. al-Nisa’ [4]: 58:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila
kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu menetapkan hukum dengan adil....”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik
dari Yahya:
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“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahaya-
kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula)
membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang
lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”
(HR. Ibnu Majah)

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
é;;g;}i\;i;wgipfuwy;dg::dus;}@\;;
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Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah
s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang
mengandung gharar,” (HR. Muslim).

c. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w.
melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).”
(H.R Bukhari).

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: Rasulullah saw
bersabda: “Jangan kamu sekalian menghadang para
pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan
melakukan bai’ hadhir li-bad (orang kota menjual kepada
orang desa).” la (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada
Ibnu Abbas: Apa arti: “Jangan melakukan bai’ hadhir
li-bad?” la menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi
perantara (calo) bagi orang desa. (HR. Bukhari).

.
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Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:
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Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya
menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki
datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang
yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya
di pasar, kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut.

Rasulullah saw. menjawab: “Janganlah kamu menjual
sesuatu yang tidak ada padamu,” (HR. Tirmidzi).

Hadis Nabi riwayat dari Hakim bin Hizam:
& 5 L5;~“‘ g;\ Al Gl o el o
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“Diriwayatkan bahwa hakim bin Hizam berkata : Aku
berkata : Wahai Rasulullah saw : Aku membeli beberapa
barang; apa yang halal dan yang haram saya lakukan?
Rasulullah saw bersabda : Jika engkau membeli sesuatu,

jangan engkau menjualnya kecuali setelah engkau
terima/kuasai (tagabudh).”(HR. Ahmad)

Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah
saw bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum
keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)
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h. Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Razaq dari Sa‘id:
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“Dari  Abi Sa‘id radhiyallah ‘anhu, sesungguhnya
Rasulullah saw bersabda: ‘Barang siapa mempekerjakan
pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. ‘Abd al-Razaq).

i. Hadis Nabi riwayat dari Abi Sa’id al-Khudri dan Abi
Hurairah:
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“Dari Abi Said al-Khudri dan Abi Hurairah r.a., bahwa
Rasulullah saw menugaskan seorang sahabat di Khaibar.
Kemudian Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah saw
membawa kurma yang bagus. Rasulullah saw bertanya:
Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini? Sahabat itu
menjawab: Tidak, wahai Rasulullah saw. Kami menukar
satu sha’ dari kurma bagus ini dengan dua sha’ korma
(biasa, pen.), dan menukar dua sha’ dari kurma bagus ini
dengan tiga sha’ korma (biasa, pen.). Maka Rasulullah saw
bersabda: Jangan engkau lakukan itu, tapi juallah kurma
dengan dirham; kemudian dengan dirham tersebut, engkau
membeli kurma yang bagus”. (HR. Bukhari).

j- Hadis Nabi riwayat dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:
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Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya,
dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perdamaian
boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” (HR Tirmidzi)

3. Kaidah fikih:
sLa¥ly ol e 5 0N TG YT s B BN
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“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”
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“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan
sedapat mungkin.”
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“Segala  madharat  (bahaya, kerugian)  harus
dihilangkan.”
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“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas]
terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.
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“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan.”

AU Llas 3 Y sl ) B A ) BT
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“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap
perbuatan haram, maka haram pula hukumnya”

Memperhatikan  : 1. Pendapat Ibnu Qudamah:
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“Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar
wakalah itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan)
orang pun mendorong untuk melakukan wakalah. Tidak setiap
orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan
demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.”

2. Pendapat Ibnu Qudamah :
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“Akad faukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi
wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli
kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan gabul nikah,
(semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga
mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat)
dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

3. Pendapat Imam Syaukani:

o8 . . 3.8

w35 AT B 0 5 0 6 ol e s e
CYV/E Yo e s el (oS sal oY1 )

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang
yvang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ boleh menerima
imbalan.” .
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4. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Figh Islam Kuwait :
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Wakalah dengan upah (imabalan) hukumnya sama dengan
hukum ijarah. Wakil berhak wmendapatkan upah dengan
menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan
Jjika obyek tersebut bisa diserah-terimakan, maka ia berhak
mendapatkan upah.

5. Pendapat al-Mirdawi :
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Imam al-Mirdawi berkata: jika seseorang membutuhkan uang,
kemudian ia membeli barang yang seharga 100 dengan harga
150, maka hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Madzhab
(Hanbali); dan masalah tersebut dinamakan tawarruq.

6. Pendapat Ibnu al Humam:
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Ibnu al-Humam berkata: Seperti orang mau berutang, tapi
pihak yang diminta untuk memberikan utang enggan
memberikan pinjaman (utang), ia malah menjual kepada orang
itu barang yang seharga 10 dengan harga 15 secara tangguh.
Kemudian orang itu pun membeli barang tersebut dan
menjualnya di pasar dengan harga 10 secara tunai. Jual beli
seperti itu hukumnya boleh, karena tangguh (kurun waktu
pembayaran) itu berimbal harga. Sedangkan memberikan
pinjaman (utang, qardh) hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah.
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7. Al-Ma’ ay1r Al-Syar’iyah. (2010 h. 413)
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Tawarruq bukan merupakan skema investasi maupun
pembiayaan. Tawaruq hanya dibolehkan karena hajat (ada
kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh
karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh
melakukan tawaruq dalam memenuhi kebutuhan likuiditas
operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui
produk mudharabah, wakalah untuk investasi, produk
reksadana, dan sebagainya. Tawaruq hanya boleh digunakan
untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari
(meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan
operasional LKS.

8. Substansi fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah

9. Keputusan DSN tentang Murabahah Komoditi Tahun 2007.

10. Surat dari Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 13/33/DpG/DPbS
tanggal 11 April 2011 yang berisi rekomendasi Working Group.

11. Surat dari Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No.
L/BBJ/DIR/02-11/100 tanggal 25 Februari 2011.

12. Hasil Workshop DSN-MUI dengan BBJ; tanggal 09 Mei 2011.

13. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Jumat,
05 Agustus 2011 M./05 Ramadhan 1432 H.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa
Komoditi
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures
Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah;

2. Perdagangan adalah perdagangan komoditi di Bursa
berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi
antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial,
antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi; dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli
dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta
Pedagang Komoditi;

Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang
diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh
Konsumen Komoditi sebagai pembeli;

Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan adalah perdagangan
yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen
Komoditi;

Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan
ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi
Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan
Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing;

Penjual adalah Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi Peserta Komersial,
atau Konsumen Komoditi;

Pembeli adalah Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi,
dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan
penjualan lanjutan;

Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan
stock komoditi di Pasar Komoditi Syariah;

Peserta Komersial adalah LKS yang membeli komoditi dari
Pedagang Komoditi;

Konsumen Komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari
Peserta Komersial;

Peserta Agen adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta
Pedagang Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta
Komersial;

Wa‘d adalah janji sepihak yang disampaikan salah satu pihak
untuk melaksanakan suatu transaksi;

Bai‘ adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang
menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;

Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak
(Muwakkil/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk
melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan;

Qabd adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang
menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum
(tasharruf, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut,
menerima manfaat atau menanggung risikonya;
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17. Qabdh Hagqiqi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas
fisik komoditi yang dibelinya;

18. Qabdh Hukmi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli
secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik
dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik;dan

19. Mugayadhah adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa
pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran
antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi
yang berbeda jenis;

Kedua : Ketentuan Hukum
Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan
Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan,
hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam
fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan mengenai Perdagangan

1. Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang
oleh peraturan perundang-undangan;

2. Jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan
harus jelas;

3. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan
dapat diserahterimakan secara fisik;

4. Harga Komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan
disepakati pada saat akad ([jab gabul);

5. Akad dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang
disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan
cara-cara yang lazim berlaku di Bursa;

6. Penjual harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain
yang memiliki komoditi;

7. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada
pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan;

8. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual
dengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan; dan

9. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual
sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi qabdh hagiqi atau
qabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.

Keempat : Ketentuan mengenai Bursa
1. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme
perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah;
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2. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang
memungkinkan terjadinya serah fisik komoditi yang
diperdagangkan;

3. Bursa tidak boleh membuat peraturan yang melarang
terjadinya serah-terima fisik komoditi yang diperdagangkan;

4. Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa;

5. Bursa wajib melakukan pengawasan terhadap perdagangan di
Bursa;

6. Bursa boleh menetapkan syarat-syarat tentang pihak-pihak
yang melakukan perdagangan di Bursa.

Kelima : Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan Serah-Terima

Fisik

1. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta
Komersial dan berjanji (wa’d) akan melakukan pembelian
komodiiti;

2. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta
Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai’);

3. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang
berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas
pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;

4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen
Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan
penyerahan dokumen kepemilikan;

5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial
secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad
murabahah;

6. Konsumen Komoditi menerima fisik komoditi tersebut dari
Peserta Komersial.

Keenam : Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan dengan

Penjualan Lanjutan

1.

Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada peserta
Komersial dan berjanji (wa’d) akan melakukan pembelian
komoditi;

Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta
Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai’);

Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang
berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas
pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
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4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen
Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan
penyerahan dokumen kepemilikan;

5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial
secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad
murabahah;

6. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima
komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial;
sehingga dengan demikian, telah terjadi gabdh hukmi;

7. Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada Bursa untuk
membeli komoditi secara tunai dengan akad wakalah;

8. Konsumen Komoditi boleh menjual komoditi kepada Peserta
Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad bai’ melalui
Bursa selaku wakil pembeli (Peserta Pedagang Komoditi);

9. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi, dengan
mengalihkan jaminan akan terjadinya serah fisik (SPKAT)
yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud
dalam butir 6;

10. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta
Pedagang Komoditi;

11. Sertlement (penyelesaian transaksi) Komoditi antar Peserta
Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad mugayadhah;

Ketujuh : Ketentuan mengenai Agen dan Mekanisme Perdagangannya

1. Penjual maupun pembeli komoditi di Bursa boleh
menggunakan jasa agen dengan akad wakalah;

2. Agen penjual tidak boleh merangkap sebagai agen pembeli
dalam transaksi yang sama / pada saat yang bersamaan;

3. Dalam hal agen penjual dalam kedudukannya sebagai wakil
penjual merangkap sebagai pembeli dalam transaksi yang
sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai
wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai pembeli;

4. Dalam hal kedudukan agen penjual sebagai wakil penjual,
agen penjual tidak boleh menjanjikan keuntungan kepada
penjual;

5. Dalam hal kedudukan agen penjual sebagai pembeli, agen
patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan
kewajiban pembeli;

6. Dalam hal agen pembeli dalam kedudukannya sebagai wakil
pembeli merangkap sebagai penjual dalam transaksi yang
sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai
wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai penjual;
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7.

Dalam hal kedudukan agen pembeli sebagai wakil pembeli,
agen pembeli tidak boleh menjanjikan harga yang pasti kepada
pembeli;

Dalam hal kedudukan agen pembeli sebagai pembeli, agen
patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan
kewajiban pembeli;

Ketentuan mengenai mekanisme perdagangan melalui agen
merujuk pada ketentuan kelima dan keenam dalam fatwa ini.

Kedelapan :  Ketentuan Penutup
1.

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1432 H
05 Agustus 2011 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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JHM. ICHWAN SAM
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